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l\/la.syarakat Sedang Tidak Baik-baik Saja

Kepala Daerah Jangan
Bertindak Semena-mena

Wakil Ketua Komisi [l DPR Aria Bima mengingatkan
kepala daerah tidak semena-mena menaikkan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menaikkan PBB-P2 itu harus amanah dan sesuai dengan
hati nurani masyarakat sekitar.

"KALAU abai terhadap amanab,
nurani dan realitas yang akhir-
nya membual masyarakal ler-
bebani, maka berujung demo,”
kata Aria dalam keterangannya
Jumat (29/8/2025).

Aria menilai, PBB-P2 se-
ring dijadikan jalan pintas Pe-
merintah Daerah (Pemda) un-
tuk menambah pendapatan
Langkah tersebut menunjukkan
kepala dacrah tidak memiliki
nurani karena kondisi ckonomi
masyarakat saal ini yang masih
tertekan.

‘Daya beli dan situasi masya-
rakal saat ini sedang nggak baik-
baik amat, walaupun memang
tidak buruk ya," kata dia

Meski tidak melarang kenai-
kan PBB-PZ, Aria meminta ke-
pala dacrah diminta memikirkan
dampaknya bagi masyarakat
keeil dan mencari alternatil Lain

untuk menambah pendapatan
dacrah.

“Kami berharap ada hal yang
lebih inovatif dan kreatif untuk
meningkatkan pendapatan dae-
rah,” saran politikus PDIP ini.

Aria menckankan, Pemda se-
harusnya memanfaatkan poten-
si Badan Usaha Milik Dacrah
(BUMD) untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Dacrah (PAD).

"Jadi, BUMD harus berperan
aktil untuk pendapatan dacrah,”
tandasnya.

Anggota Komisi [I DPR Mu-
hamad Toha mengusulkan agar
revisi Undang-Undang Nomor §
Tahun 2015 tentang Pemerintah
Daera (Pemda) dilakukan se-
cara hati-hati. Sebab, akan ber-
dampak luas dan komplek di
masyarakal yang ada di dacrah.

"Kami mengusulkan agar DPR
diberi kewenangan untuk menga-

1A BIMA
Aria Bima
wasi langsung kinerja kepala
dacrah," saran Toha dalam kete-
rangannya, Jumat (29/8/2025).
Tujuannya, jika ada persoa-
lan di dacrah, DPR bisa lang-
sung memanggil kepala dacrah.
Sebab, selama ini kewenangan
dewan dalam mengawasi kinerja
Pemda atau kepala dacrah me-
lalui Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri).

Toha menegaskan, revisi UU
Pemda penting untuk mening-
katkan efektvitas dan efisiensi
Pemerintah Dacral (Pemda).
Perlu diingat bahwa revisi UU
Pemda dapat memiliki dampak
yang luas dan kompleks, se-
hingga perlu dilakukan dengan
hati-hati dan melibatkan berba-
oai pihak.

Secara substansi, kala Toha,
undang-undang ini memberikan
kewenangan kepada daerah
untuk mengatur dan mengu-
rus rumah tangganya sendiri.
Namun dalam praktiknya, ma-
silt terjadi tumpang tindih ke-
wenangan antara Pemerintah
Pusat (Pempus) dan Pemda,
seperti pengelolaan sumber
daya alam (SDA), pembangunan
Infrastrukiur, dan pelayanan
publik.

"Kita tidak dapat menutup ma-
ta tumpang tindih kewenangan
antara Pempus dan Pemda sering
menycbabkan konflik," sebut
mantan Wakil Bupali Sukoharjo
dua periode itu.

Yang juga perlu diperhatikan,
lanjut Toha, tumpang tindih

kewenangan pusat dan dacrah
menyebabkan keterlambatan
dalam pengambilan keputusan
dan pelaksanaan program.

"Revisi Undang-Undang Pem-
da ini perlu dilakukan untuk
meningkatkan efektivitas dan
elisiensi pemerintahan,” kata
politikus PKB ini

Selain itu, Toha berharap
dengan revisi UU Pemda akan
dapat meningkatkan keman-
dirian fiskal daerah dan me-
ngurangi ketergantungan pada
Pempus. Revisi UU Pemda
menjadi bagian dari ikhtiar
menjalankan amanal Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945,
mengurangi ketimpangan antar
dacrah dengan meningkatkan
pemerataan pembangunan dan
ckonomi dacrah serta meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat.

Toha menambahkan, revisi
UU Pemda juga untuk mengatur
keberadaan Otoritas Thu Kota
Nusantara (OIKN). Revisi ini
diperlukan untuk memberikan
kewenangan khusus kepada
OIKN dalam mengatur pemerin-
tahan dacrah khusus IKN. mTiF
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